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Hadirin-Hadirat rahimakumullaah

Setelah bersyukur kepada Allah SWT dan bershalawat kepada Rasulullah
SAW, dalam kesempatan amat bersejarah bagi karir akademik ini, yakni pengukuhan
guru besar llmu Figih (Hukum Islam), perkenankan penulis menyampaikan orasi
ilmiah dengan judul:
Desakralisasi Kitab Figih Sebagai Upaya Reformasi Pemahaman Hukum Islam
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Desacralising Islamic Legal Works:
An Attempt to Reforming the Understanding of Islamic Law

Judul ini terinspirasi oleh hasil penelitian yang penulis lakukan ketika
menyusun disertasi beberapa waktu yang lalu. Penulis menemukan, bahwa para
ulama yang tergabung dalam Lajnah Bahtsul Masail (Lembaga Kajian Keagamaan
milik NU) dalam menggali dan menetapkan hukum suatu masalah lebih banyak
merujuk kepada kitab-kitab figih. Dari 428 keputusan hukum figih, sebanyak 362
keputusan (84,6 %) didasarkan pada teks kitab figih (metode gauliy), 33 keputusan
(7,7 %) dilakukan analogi terhadap masalah sejenis yang sudah ada fatwanya dalam



kitab figih (metode il{h>aqiy), dan hanya 8 keputusan (1,9 %) yang ditetapkan
berdasar penelusuran dan aplikasi metodologis madzhab empat (metode manhajiy),
sedang 25 keputusan (5,8 %) tidak jelas katagorinya. Dari satu aspek hal ini positif
karena dapat memelihara khazanah berharga masa lalu ( bl madll e ddadlsaall),
tetapi dari aspek lain dapat berdimensi negatif karena semangat memanfaatkan
informasi berharga masa kini yang lebih baik ( zla¥) 3l 32Y)) tak kunjung

terwujud.
Hadirin-Hadirat rahimakumullaah

Perkenankan dalam kesempatan emas ini, penulis memprioritaskan untuk
mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya:
Pertama, kepada semua yang telah berjasa dalam hidup penulis:
Pak (bapak), Mak (ibu), Uma (isteri), anak-anak (Mas Ton, dik Ahib, dik Faka, dik
Ladi dan dik Azki), saudara kandung (Mas Mu, Shodig, Dur, Mungi, Hanik, Ainung
dan Ir), bapak mertua (H. Buchari Saleh/alm), lbu mertua (Hj. Umayyah Buchari
Saleh), saudara ipar (Mas Sholah, dik Fahmi, dik Wawa dan dik Pipim), Ust. Roem
(Prof. DR. H.M. Roem Rowi, MA), Pak Nur (H. Nurshohib Hudan, SH), Pak Toha
(Drs. H.M. Thoha Hamim, MA., Ph.D) dan semua guru penulis di semua jenjang.
Kedua, kepada semua yang telah membantu tercapainya karir akademik tertinggi ini:
Terutama Bapak Rektor (Prof. DR. H.M. Ridlwan Nasir, MA) yang sering
memotivasi penulis untuk segera mengajukan usulan guru besar. Sungguh kalau
bukan lantaran dorongan beliau, rasanya penulis belum akan mengajukan usulan guru
besar tersebut pada bulan Januari 2003, dan tentu kali ini belum akan ada acara
pengukuhan. Begitu juga kepada Ust. Saiful (DR. H. Saiful Anam, MAg), Ust. Jazil

(Drs. H. Saiful Jazil, MAg), Mas Zaini (Drs. Ahmad Zaini, MA), Mas Zaki (Drs.
Ahmad Muzakki, MA) dan semua karyawan Lemlit, kepada Mas Fuad (Drs. Chusnul
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kepada Bu Shofi (Dra. Hj. Shofiyah Asmu, MSi), Pak Noor (Drs. H. Noor Ahmadi,
MSi) dan seluruh karyawan Kantor Pusat IAIN Sunan Ampel, kepada Pak Halim
(Drs. Abdul Halim) dan seluruh karyawan terkait, baik yang di Depag Rl maupun
Depdiknas RI, serta kepada semua pihak yang tak mungkin disebutkan satu persatu.
Ketiga, kepada semua yang membantu terselenggaranya acara ini dan kepada semua
hadirin-hadirat yang berkenan hadir dalam acara ini.

Sekali lagi penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya
teriring do’a semoga Allah SWT berkenan melipat gandakan pahalanya. Semoga
Allah SWT memberkahi umur kita, memberkahi rizki kita, memberkahi ilmu Kkita,
serta memberkahi keluarga kita... Adamiiin yaa rabbal ‘aalamiiin

Manakala dalam pelaksanaan acara ini, manakala dalam penyampaian orasi
ini dan manakala isi orasi ini ada kesalahan, kekhilafan atau hal apapun yang kurang

berkenan, penulis mohon maaf setulusnya.

Sidoarjo, 30 Juli 2005

Ahmad Zahro




DESAKRALISASI KITAB FIQIH
SEBAGAI UPAYA REFORMASI PEMAHAMAN HUKUM ISLAM

PRAWACANA

Upaya reformasi pemahaman hukum Islam saat ini merupakan sesuatu yang
amat urgen, mengingat semakin kompleksnya interaksi kultural dan cepatnya
informasi global, yang tentunya menuntut imbangan langkah antisipatif pemahaman
hukum Islam agar tidak stagnan dan ketinggalan, bahkan kemudian ditinggalkan oleh
umat. Untuk mengatasi hal ini ada yang menggagas untuk kembali kepada al-Qur;an
dan al-Hadits (antara lain Persatuan Islam/Persis), ada yang menempuh jalur tak
bermazhab (antara lain Muhammadiyah), ada yang menyerukan untuk hanya
berpedoman pada al-Qur’an saja (yaitu kelompok ahl al-Qur’an, sering disebut inkar
as-Sunnah), bahkan ada yang merancang dekonstruksi pemikiran Islam (antara lain
kelompok Islam liberal), walaupun sampai saat ini ternyata semuanya masih
memunculkan perdebatan.

DESAKRALISASI KITAB FIQIH

Penulis berpendapat, bahwa langkah penting yang harus dilakukan dalam
upaya reformasi pemahaman hukum Islam adalah desakralisasi terhadap kitab-kitab
figih, dengan menempatkan kitab figih pada tempat yang semestinya, yaitu sebagai
produk penalaran manusia yang tidak tabu untuk dikritisi, dikoreksi dan dievaluasi
melalui pemahaman kontekstual. Hal ini terutama perlu dilakukan di kalangan
Nahdliyyin (warga NU) yang merupakan komunitas organisasi keagamaan terbesar di
Indonesia, karena pada umumnya mereka memperlakukan kitab-kitab figih dengan
perlakuan yang mengesankan adanya sakralisasi (pensucian). Padahal sebagaimana

umumnya kitab (yang bahasa Indonesianya adalah buku), kitab-kitab figih juga
merupakan produk pemikiran yang tidak terlepas dari pengaruh individual
penulisnya, baik berkaitan dengan latar belakang pendidikan, kebudayaan,
lingkungan, jenis kelamin, maupun usia dan lain-lain.

Sebagai karya ilmiah, kitab figih tentu harus dihargai dan penulisnya patut
dihormati, serta hasil ijtihadnya™ (produk pemikirannya) boleh didukung dan diikuti.
Namun sebagai karya ilmiah pula, kitab figih bukanlah kitab yang mesti disakralkan,
penulisnya tidak boleh dikultuskan, serta hasil "ijtihadnya“ tidak tabu dipersoalkan.
Kitab-kitab figih memang merupakan karya monumental para ulama brilian yang
sesuai untuk masanya, cocok bagi zamannya, serta valid pada waktunya. Tetapi
sebagai produk pemikiran manusia, apalagi kitab-kitab yang sudah berusia ratusan
tahun, tentu amat wajar manakala di kemudian hari ditemukan hal-hal yang terasa
tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman yang amat cepat perubahannya
lantaran dipacu oleh kemajuan ilmu pengetahuan, kecanggihan teknologi dan
globalisasi informasi.

Dalam kehidupan keagamaan saat ini, terdapat banyak masalah aktual yang
belum disebutkan dalam kitab-kitab figih, atau sudah disebutkan tetapi terasa
ketaksesuaiannya dengan situasi dan kondisi kekinian. Menyikapi masalah demikian,
sebagian umat Islam Indonesia, khususnya warga NU, masih banyak yang berupaya
keras merujukkan segalanya ke kitab-kitab figih yang ada.

Memang harus diakui, bahwa para ulama yang tergabung dalam Lajnah
Bahtsul Masail (Lembaga Kajian Masalah Keagamaan milik NU) sungguh amat
piawai merujuk kitab-kitab figih dalam menyelesaikan hampir semua persoalan figih
bahkan yang kontemporer sekalipun, sehingga sebagian besar produk fatwa Lajnah
Bahtsul Masail dirujukkan kepada kitab-kitab figih yang telah ada, walaupun sudah
tergolong kitab klasik. Untuk sebagian masalah memang dapat terselesaikan dengan



baik.! Namun untuk masalah-masalah kontemporer perujukan pada kitab-kitab figih
klasik menimbulkan masalah serius, yakni terjadinya semacam pemaksaan yang
menyebabkan timbulnya kesenjangan tekstual-kultural dan teoritis-empiris.

Ada juga kelompok moderat, yang berupaya memadukan antara khazanah
masa lalu yang ada dalam kitab-kitab figih dengan penalaran kontekstual terhadap
sumber hukum Islam, al-Qur’an maupun al-Hadits. Karakter pemahaman demikian
dapat ditemukan terutama di kalangan intelektual muda Nahdliyyin, namun mereka
masih tergolong minoritas.’

PEMAHAMAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL

Untuk memperoleh gambaran adanya model pemahaman hukum Islam
sebagaimana tersebut di atas, dapat dikemukakan contoh berikut:

1. Pemahaman tentang harta kena zakat (al-m>al az-zak>awiy)

a. Pemahaman tekstual

Muktamar NU ke VIII (Jakarta, 5-7 Mei 1933)° memutuskan mengenai
zakatnya orang memelihara ikan dalam tambak yang biasanya dipanen dua kali
setahun. Kalau sewaktu membeli bibit ikan dan tambaknya untuk berdagang, yakni
sengaja akan dijual lagi dengan keuntungan, maka kewajiban memberikan zakat
perdagangan itu dalam akhir tahun. Jika membelinya kolam untuk dimiliki atau
menyewa dan membelinya bibit ikan untuk berdagang, maka hanya berkewajiban

! Dalam menyelesaikan masalah-masalah fighiyah Lajnah Bahtsul Masail NU menggunakan tiga
metode istinbat (penggalian dan penetapan) hukum, yaitu metode Qauliy (merujuk langsung pada teks
kitab), I{h>aqiy (analogi pada masalah serupa yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan teks
kitab) dan Manhajiy (mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam
madzhab)

Z Baca Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU (Yogyakarta: LKiS, 2004)

® Abdul Djalil Khamid Kudus, Athk>am al-Fugah>a’ fi Mugarrarat Mu ‘tamarat Nahdlatul ‘Ulama,
Kumpulan Masalah-Masalah Diniyah dalam Muktamar NU, juz 1l (Semarang: Toha Putra, tt.), 11-12.

membayar zakat tijarahnya ikan saja dalam akhir tahun (terhitung mulai membeli
bibit). Hal ini merujuk pada kitab al-Jamal ‘al>a Fat}h al-Wahh>ab juz 11/264-265:
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“Yang wajib [zakat] (adalah harta yang dimiliki dengan jalan pertukaran) disertai
(dengan niat dagang) dan hendaknya niat itu diperbaharui setiap transaksi (seperti
pembelian dan pemberian mahar), pemberian dengan imbalan dan persewaan; tidak
seperti pembatalan, pengembalian karena cacad, pemberian tanpa imbalan dan
pencarian kayu, karena tidak adanya pertukaran (dua setengah persen harganya)
(al-Jamal ‘al>a Fat}h al-Wahh>ab). ”

Dan asy-Syarw>aniy ‘al>a at-Tu}hfah juz 111 /295-296:
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“Dan sesuatu itu menjadi barang dagangan bila disertai niat memperolehnya dengan
pertukaran. (Pernyataan: bila disertai niatnya) yaitu niat meniagakan barang itu
guna memperoleh dan memiliki barang tersebut dengan pertukaran. Telah
dijelaskan, bahwa perdagangan adalah menukar harta dengan jalan transaksi,
seperti menjualnya guna memperoleh nilai tambah. Dengan demikian jelaslah,
bahwa biji-bijian yang dibeli dengan niat ditanam kemudian hasilnya
diperdagangkan seperti biji baggam tidak menjadi barang dagangan, baik bijinya
maupun yang tumbuh darinya, sampai dikatakan: dan biji itu tidak dapat dikiaskan

misalnya dengan bahan pewarna yang dibeli agar orang-orang mewarnakan
(pakaian) dengan memberi imbalan. Karena perdagangan di sini terjadi atas bahan

* Sulaiman al-Jamal, }H>asyiyah asy-Syaikh Sulaim>an al-Jamal ‘ala Syarh al-Minhaj, juz Il (Beirut;
Dar al-Fikr, tt.), 264-265.

> Abdul Hamid asy-Syarw>aniy, }H>asyiyah asy-Syarw>aniy al>a Tu}hfah al-Mu}ht>aj, juz Il
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), 295-296.



pewarna yang dibeli itu sendiri, bukan dengan apa yang muncul darinya. Hal ini lain
dengan biji-bijian tadi. Sampai dikatakan: maka perdagangan di sini juga terjadi
atas sesuatu yang dibeli itu sendiri, bukan dari yang muncul darinya sebagaimana
biji-bijian tadi (asy-Syarw>aniy ‘al>a at-Tu}hfah).”

Keputusan di atas seakan diperkuat oleh tiga keputusan dalam Munas Alim
Ulama NU (Cilacap, 15-17 Nopember 1987)° yang memutuskan, bahwa beternak
ikan bandeng untuk keperluan sehari-hari tidak wajib dizakati, sebab tidak memenuhi
persyaratan zakat tijarah. Adapun contoh peternakan hewan bukan zakawi tetapi
wajib dizakati ialah peternakan bandeng dengan sengaja diperdagangkan dan telah
memenuhi syarat-syarat yang lain. Pengambilan dalil dari al-Muha\z\zab juz 1/159:

3oVl all 4d Cany ey aSLay (ol Labaal Gada iy W18 ladll (s ol iy Y
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“Sesuatu tidak menjadi barang dagangan melainkan dengan dua syarat, pertama:

kepemilikannya diperoleh dengan akad jual, sewa, nikah ataupun khulu®, dan kedua:
pada saat akad harus diniatkan memilikinya untuk perdagangan (al-Muha\z\zab). ”

Dan dalam \smid al- ‘Ainain /48-49:
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“Masalah, bahwa mazhab Hanafi juga mewajibkan zakat pada segala yang tumbuh
di atas tanah, kecuali kayu, tebu dan rumput yang tidak dapat dianggap
(diperhitungkan) nisabnya. Dan menurut Imam Ahmad (yang wajib dizakati itu
adalah) apa yang dapat dimakan, ditimbang atau disimpan sebagai makanan pokok,

dan harus sudah sampai nisabnya menurut Malik seperti asy-Sy>afi iy (\smid al-
‘Ainain).”

Begitu juga usaha perkebunan tebu untuk keperluan hidup sehari-hari tidak
wajib dizakati karena tidak memenuhi persyaratan tijarah. Adapun contoh

® panitia Penyelenggara Munas dan Konbes NU, Keputusan Munas Alim Ulama NU (Jakarta: Panitia
Penyelenggara Munas dan Konbes NU, tt), 2-3.

" Ibrahim bin Ali asy-Syair>aziy, al-Muha\z\zab f>i Figh al-Im>am asy-Sy=>afi iy, juz | (Beirut: D>ar
al-Fikr, tt.), 159.

& Ali B>a}shir>in, \smid al- ‘4inain, 48-49.

penanaman tanaman bukan zakawi tetapi wajib dizakati, ialah tanaman tebu yang
ditujukan untuk diperjualbelikan.
Hal ini didasarkan pada kitab Busyr>a al-Kar>im juz 11/50:

% (mSV 5 gull sa Las A8aall =l AL 350 o) (55

“Abu Dawud meriwayatkan (kewajiban) mengeluarkan zakat dari apa saja yang
dijual (Busyr>a al-Kar>im).”
Dan al-}Haw>asy>i al-Madaniyyah juz 11/95:
a3 Y1 il g sdal e s il B1S ) 48 can Ae (A58 Y Le ) iy g
) sall) 3L Bl ) A g aie (BB Y Lag e BS ) Dl S3 Gl o) 5 B
10(2_”“\
“Dan telah kami tetapkan bahwasannya apa yang tidak wajib zakat pada jenis
barangnya, maka wajib zakat pada perdagangannya, seperti batang pohon, buah tin
dan tanah, mengingat barang-barang tersebut tidak wajib zakat pada jenisnya. Apa
yang tidak wajib zakat pada jenisnya, maka wajib zakat pada perdagangannya (al-
}Haw>asy>i al-Madaniyyah).”

Demikian pula usaha perhotelan untuk keperluan hidup sehari-hari tidak wajib
dizakati. Contoh usaha perhotelan dan usaha semisal yang wajib dizakati ialah usaha
perhotelan yang hasilnya pertahun telah memenuhi persyaratan tijarah.

Pengambilan dalil antara lain dari Kif>ayah al-Akhy>ar juz 1/178:

Y Bokad Jle a3l Lea s uil€ 131 5 oY) aal g auds o Alle (md il jal
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“Kalau orang menyewakan harta atau dirinya dengan tujuan untuk memperoleh

upah, bila dimaksudkan untuk perdagangan, maka menjadilah barang dagangan
karena persewaan itu merupakan transaksi pertukaran (Kif>ayah al-Akhy>ar). ”

Dan dari al-Majm>u ‘ Syar}h al-Muha\z\zab juz V1/49:
Jle s padl @y Jla s ladll aualy g 2l (3o (a sz jal Ladld sl i gl (e
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% Sa‘id bin Muhammad Ba‘syan, Busyr>a al-Kar>im bisyar}th Mas>ail at-7a 7>im, juz 11 (Aden: a\s-
|[Sag>afah, tt.), 443.

1% Sulaiman al-Kurdiy, al-}Haw>asy>i al-Madaniyyah, juz Il, 95.

1 Tagiyuddin ad-Dimasyqiy, Kif>ayah al-Akhy>ar, juz I, 178.

12 an-Nawawiy, al-Majm=>u ‘ Syar}h al-Muha\z\zab, juz VI (ttp.: Dar al-Fikr al-Arabiy, tt.), 49.



“Dan siapa yang menyewakan dirinya atau orang lain dengan imbalan barang yang
dimaksudkan untuk perdagangan, maka harta tersebut menjadi barang dagangan dan
wajib dizakati (al-Majm>u ‘ Syar}h al-Muha\z\zab). ”

Keputusan-keputusan tersebut ternyata lebih dikuatkan lagi oleh keputusan
dalam Muktamar NU ke XXVIII (Yogyakarta, 25-28 Nopember 1989)" bahkan
dapat dikatakan inilah keputusan induk yang menaungi semua keputusan tentang
harta kena zakat yang menyatakan, bahwa sesuai dengan ketentuan Kutubul Figh
(kitab-kitab figih-pen.), maka Mal Zakawi tidak dapat dikembangkan macam-
macamnya, kecuali dengan cara menjadikan tijarah.

Pengambilan dalil antara lain dari Fat}h al-Wahh>ab juz 1/112 :
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(o S ) i e o)
“Yang wajib [zakat] adalah harta yang dimiliki dengan jalan pertukaran disertai
dengan niat dagang, walaupun niat itu tidak diperbarui setiap transaksi, seperti
pembelian, pemberian mahar, pemberian dengan imbalan dan persewaan; tidak
seperti pembatalan, pengembalian karena cacad, pemberian tanpa imbalan dan

pencarian kayu, karena tidak adanya pertukaran, dua setengah persen dari harganya
(Fat}h al-Wahh>ab).”

Dan dari al-Muha\z\zab juz 1/140:
o) (N 4 jm Cong B Y W gl el Laad Al e 538531850 ale Gy (gag
536 ga g la Al (b dalia U 1) Haa IS il al oy ol gl eially ALl g 8
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“Dan orang yang telah berkewajiban zakat serta mampu mengeluarkannya, maka
tidak boleh menundanya karena menyangkut hak yang harus diberikan kepada orang
yang menuntut untuk segera dibayarkan kepadanya. Maka dari itu tidak boleh
ditunda. Sama halnya dengan barang titipan yang telah diminta oleh pemiliknya,
apabila ditunda sedangkan dia sanggup menyerahkannya, maka harus memberikan
jaminannya (al-Muha\z\zab). ”

3 PBNU, Hasil-hasil Muktamar NU ke-28 (Jakarta: PBNU, tt.), 59.
4 al-An}s>ary, Fat}h al-Wahh>ab, juz I, 112.
1> Ibrahim bin ‘Ali asy-Syair>aziy, al-Muha\z\zab, juz | (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 140.

b. Pemahaman kontekstual

Keputusan-keputusan di atas walaupun didasarkan pada teks-teks al-kutub al-
mu ‘tabarah (Kitab-kitab yang telah diakui validitasnya), namun ada tiga pertanyaan
prinsip yang harus dijawab:

1) Kapan kitab-kitab rujukan tersebut ditulis ?
2) Apa tujuan pokok disyari ‘atkannya zakat ?
3) Apa dasar pertimbangan penetapan harta kena zakat oleh Rasulullah SAW. ?

Terhadap pertanyaan pertama: dari Kitab-kitab rujukan tentang al-m>al al-
zak>awy tersebut, yang tertua adalah kitab yang disusun pada abad 11 M, yakni al-
Muha\z\zab karya Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Abdullah al-
Fair>uzab>ady asy-Syair>aziy (w. 476 H/1083 M), sedang yang termuda adalah kitab
yang disusun pada abad 18 M, yaitu al-}Haw>asyiy al-Madaniyyah karya Sulaiman
al-Kurdy (w. 1194 H/1780 M). Saat ini abad 21 M, yang berarti kitab rujukan
termuda telah berusia 200 tahun lebih. Apalagi yang tertua, sampai sekarang telah
berusia 900 tahun lebih. Padahal kitab-kitab tersebut, walau berdasarkan na}s
misalnya, tetaplah produk nalar dan kreasi manusia yang tentatif (bersifat sementara)
dan tentunya mengandung keterbatasan-keterbatasan.

Ayat al-Quran dan as-Sunnah yang produk wahyu saja, menurut jumhur
ulama ada beberapa yang mans>ukh, apalagi kitab hasil karya nalar manusia tentu
lebih berhak, berpotensi dan bahkan harus dipertimbangkan untuk diadakan
peninjauan kembali sesuai sifat tentatif dan keterbatasannya. Terlebih bila dikaitkan
dengan perubahan zaman, kultur, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang secara signifikan membedakan abad 21 dengan abad sebelumnya, apalagi abad
18 dan 11 M.

Dalam dunia penelitian ada semacam konvensi (kesepakatan tak tertulis),
bahwa kemungkinan validitas (kadar kebenaran), reliabelitas (tingkat kepercayaan)
dan signifikansi (arti penting) suatu hasil penelitian hanya berlaku dalam rentang
waktu 2 sampai 5 tahun. Lebih dari itu dapat dan bahkan harus diadakan penelitian



ulang untuk meninjau atau mengoreksinya. Bagaimana dengan kitab-kitab tersebut,
yang juga merupakan hasil penelitian dan produk nalar manusia, tentunya berlaku
ketentuan yang sama, yakni harus ditinjau ulang.

Terhadap pertanyaan kedua: secara garis besar tujuan pokok syari‘at Islam
adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Bahkan Izzuddin bin
Abdussalam (577-660 H/1181-1261 M) salah seorang ulama Syafi ‘iyah terkemuka
mengatakan, bahwa segala daya-upaya hendaknya dikembalikan kepada kepentingan
manusia, dunia dan akhirat. Allah tidak memerlukan ibadah kita. Dia tidak beruntung
karena ketaatan orang-orang yang taat, dan juga tidak dirugikan oleh perbuatan
maksiat dari mereka yang durhaka.'® Karena itu takl>if dalam bidang hukum harus
bermuara pada tujuan tersebut, yakni terwujudnya kemaslahatan umat, baik yang
Ydar>uriyy>at, Yh>ajiyy>at, maupun taths>iniyy>at. *’

Demikian pula disyari‘atkannya zakat tentu memiliki tujuan, baik yang
bersifat umum maupun khusus, antara lain: menjembatani jurang pemisah antara yang
miskin dengan vyang kaya, mewujudkan solidaritas/kesetiakawanan sosial,
memelihara harta dari incaran penjahat, membantu fakir-miskin dan yang
membutuhkan, membersihkan diri dari penyakit tamak dan kikir, serta merupakan
ekspresi rasa syukur akan nikmat yang telah diterima.® Untuk merealisasikan tujuan
tersebut, tidaklah memadai bila yang dikenai zakat hanya terbatas pada apa yang
secara eksplisit ada na}snya, sementara realitas sosial-ekonomi menunjukkan
semakin meluas dan bervariasinya jenis lapangan kerja dan sumber penghasilan
pokok, dibarengi mulai berkurangnya minat sebagian masyarakat terhadap jenis
pencaharian yang potensial kena zakat. Lalu apa jadinya bila suatu saat jenis

1® 1zzuddin bin Abdussalam, Qaw>a ‘id al-A}hk>am f>i Ma}s>ali}h al-An>am , juz Il (Beirut: D>ar
al-J>il, tt.), 72.

" Abu Ishaq Ibrahim asy-Sy>a}tibiy, al-Muw=>afag>at f>i U}s>ul al-A}hk>am, juz Il (ttp.: D>ar al-
Fikr, tt.), 4.

'8 Baca az-Zu}hailiy, al-Figh al-Isl>amiy wa Adillatuh, juz Il (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 731-
733.

penghasilan kena zakat makin berkurang, sedangkan pencaharian tak kena zakat
makin bertambah ?

Sekedar ilustrasi: karena padi termasuk jenis penghasilan yang dikenai zakat,
atau lantaran produktivitasnya rendah, sementara tebu dan cengkih tidak termasuk
jenis harta kena zakat, atau karena produtivitasnya tinggi, kemudian para petani
banyak yang beralih ke tanam tebu atau cengkih. Karena lembu dan kambing
termasuk binatang kena zakat, atau lantaran penghasilannya kurang menjanjikan,
sedangkan lebah dan jangkrik tidak, atau karena memiliki potensi penghasilan yang
prospektif, lalu para peternak berbondong-bondong untuk berbalik menekuni ternak
lebah atau jangkrik. Yang terjadi kemudian tentulah para petani tebu atau cengkih dan
peternak lebah atau jangkrik menjadi orang-orang berada, sementara petani padi,
peternak lembu atau kambing berkurang penghasilannya dan menjadi orang-orang
berpenghasilan menengah ke bawah. Masihkah yang kaya tetap tidak wajib zakat,
sedang yang tidak kaya harus dibebani zakat ? Jika fatwa demikian diteruskan, bisa
berujung pada terjadinya krisis bahan pangan karena tidak ada lagi petani yang mau
bertanam padi, beternak kambing dan seterusnya.

Belum lagi kalau dihubungkan dengan jenis pekerjaan lain yang sementara ini
dianggap tidak termasuk penghasilan kena zakat, seperti dokter, pengacara, pejabat
tinggi sipil, perwira tinggi militer, pegawai sektor basah/favorite (misalnya:
telekomunikasi, pertambangan, perbankan) dan lain sebagainya. Secara umum hidup
mereka lebih mapan dan sejahtera dibanding para petani, peternak dan pedagang.
Adilkah kalau yang mapan dan sejahtera tidak wajib zakat, sedang yang tarap
hidupnya di bawah mereka (petani, peternak dan pedagang) justru kena beban zakat ?

Terhadap pertanyaan ketiga: memang penetapan harta kena zakat itu
berdasarkan na}s, yaitu emas, perak, hasil perdagangan, gandum, jelai/jewawut,
kurma, anggur, onta, lembu, kambing, barang temuan, dan hasil tambang.'® Namun

9 Baca as-Sayyid S>>abig, Figh as-Sunnah, Jilid | (Semarang: Toha Putra, tt.), 286-324 dan az-
Zu}hailiy, al-Figh al-Isl>amiy, Juz 11, 758-866.



apakah redaksi na}s tersebut demikian ketat, kaku, dan baku tanpa ada peluang
penafsiran, adaptasi, dan bahkan modifikasi ? Jelas tidak, karena penetapan na}s
mengenai harta kena zakat itu adalah atas dasar representasi pencaharian atau
penghasilan utama dan potensi kekayaan waktu itu, dan bukan berdasarkan jenis dan
macam penghasilan ataupun pekerjaan yang tersurat dalam na}s. Jadi penetapan harta
kena zakat tersebut bukan karena statusnya sebagai makanan pokok tapi karena
sebagai penghasilan pokok, dan bukan karena jenis pekerjaanya tapi karena potensi
hasil pekerjaan tersebut. Argumen dari wawasan tersebut adalah:
1) Firman Allah SWT.:

| saasi ¥ 5 oY) (30 o0 Lim jal Laay i (Sl lla (e Vsl | il ) Ly

20 daa e A O ) sale) s 4 | sinead G Y1 4380 sl g () 5885 4ie Capall
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang
baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan
janganlah kamu memilih yang buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu
sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.
Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Kata L dalam aisSle dan  (2a)¥) (e oS3 Ui jaT L s termasuk kata yang
mengandung pengertian umum, artinya “apa saja,” yang berarti hasil apa saja dari
usaha baikmu (termasuk gaji, honor, budidaya jangkrik dan lain-lain) dan hasil bumi
apa saja yang kamu peroleh (termasuk tebu, cengkih dan sebagainya), asal telah
memenuhi persyaratan zakat, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %.%
Adapun sabda Nabi SAW vyang terkait dengan harta kena zakat harus difahami
sebagai penjelasan terhadap keumuman ayat di atas sesuai kondisi dan situasi saat itu,
dan bukanlah pembatasan, bukan pula harga mati.

2) Apabila harta kena zakat hanyalah terbatas pada yang eksplisit dalam na}s, maka
seharusnya padi, jagung, kerbau dan lain-lain tidak termasuk harta kena zakat, karena
tidak man}s>u}s (termaktub dalam na}s). Tetapi ternyata padi, jagung, kerbau dan
lain-lain masuk katagori harta kena zakat atas dasar giyas dengan memakai illat

2 al-Qur’an, 2: 267.
21 < Abb>as Kar>arah, ad-D>in wa az-Zak>ah (Mesir: Syirkah Fann a}t-}Tib>a‘ah, 1956), 64.

kemiripan jenis. Kalau sama-sama boleh menggiyas (yang berarti tidak tergantung
lagi pada tekstual na}s), mengapa hanya mengambil illat kemiripan jenis yang
ternyata tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan tujuan pokok disyari‘atkannya
zakat. Seharusnya qiyas justru dengan menggunakan illat kemiripan potensi
penghasilan dan peluang kekayaan, sehingga semua jenis pekerjaan atau usaha yang
berpotensi memberi penghasilan tinggi dan membuka peluang untuk menjadi kaya,
wajib dikenai zakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan, bahwa al-m>al al-zak>awy
(harta kena zakat) dapat dan bahkan harus dikembangkan macamnya, baik
menyangkut hasil pertanian, peternakan, profesi, maupun jasa dan sebagainya,
dengan bertumpu pada pertimbangan potensi penghasilan dan peluang kekayaan,
sehingga tercapailah tujuan pokok disyariatkannya zakat.

Melengkapi uraian di atas, perlu dikemukakan pula pendapat sebagian ulama
mengenai zakat hasil bumi serta zakat profesi dan jasa :

1) Zakat hasil bumi

Mahmud Syalt>ut berpendapat, bahwa semua hasil tanam-tanaman dan buah-
buahan yang diproduksi manusia wajib dizakati. Hal ini berdasarkan firman Allah:
Caandl) | ganti V5 oY) e S Lin AT Laa s panile Cada (ga 5l )il ) L
2 des e ) | salel 5 48 ) gaimand O W) 43R0 ol () 8435 4ia
Dan firman Allah SWT.:
Osin s AT ileda e 3l s Jall g g pna e 5 s yme i Ll 53 a g
43 ) g8 iy g salian a g dda | gile g el 13) 5 el (e | Andiie pe g Lgn it (el g

23 pmsall onyY
“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak
berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun
dan delima yang serupa dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya apabila
berbuah dan tunaikanlah hak (zakat) nya pada hari memetik hasilnya, dan janganlah
kamu berlebihan. Sungguh Dia tidak suka pada mereka yang berlebihan”.

22 3]-Qur ’an, 2: 267.
2 bid., 6: 141.



Kedua ayat di atas menunjukkan, bahwa semua hasil bumi wajib dizakati, tanpa
ada kecuali, termasuk pula hasil yang terkena pajak, tanaman keras seperti cengkeh,
tanaman rias seperti bunga anggrek, semua jenis buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan
zakat hasil bumi itu berkaitan dengan masa panennya, bukan setahun sekali.?*

2) Zakat profesi dan jasa

Yang dimaksud profesi adalah suatu pekerjaan yang terkait erat dengan
kemampuan dan keterampilan individu baik dilakukan secara personal maupun
institusional, seperti dokter, arsitek, pengacara, pegawai, tentara dan sebagainya.
Sedang yang dimaksud jasa adalah suatu pekerjaan yang terkait erat dengan
kemampuan menyediakan fasilitas bagi keperluan orang banyak, seperti usaha
perhotelan, rumah/kamar kontrakan, jasa transportasi darat,laut maupun udara dan
sebagainya.

Wahbah az-Zu}hailiy berpendapat, bahwa penghasilan profesi ataupun jasa
wajib dikenai zakat, bahkan untuk zakat profesi tidak perlu menunggu satu tahun. Hal
ini didasarkan pada illat wajibnya zakat, yaitu pertumbuhan/pertambahan, dan demi
terwujudnya hikmah disyariatkannya zakat, serta mengikuti pendapat sebagian
sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Mas‘>ud dan Mu‘>awiyah), sebagian tabi‘in (az-Zuhry,
al-}Hasan al-Ba}sry dan Mak}h>ul), Umar bin Abdul Aziz, al-B>aqir, Dawud a}z-
}Z>ahiry dan lain-lain.?

Sementara Yusuf al-Qar}d>awy berpendapat, bahwa orang yang berpenghasilan
minimal sama dengan penghasilan petani yang wajib zakat, maka dia juga wajib
zakat. Oleh karenanya, dokter, pengacara, insinyur, industriawan, para profesional
dan pegawai yang berpenghasilan besar wajib mengeluarkan zakat. Hal ini
berdasarkan dua alasan, yaitu :

a) Makna umum dari firman Allah SWT.:

# Mahmud Syalt>ut, al-Fat>aw>a (Kairo: D>ar al-Qalam, tt.), 122-123.
% az-Zu}hailiy, al-Figh al-Isl>amiy, juz |1, 864-866.
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b) Tidak tergambarkan di akal, bahwa Islam mewajibkan zakat kepada petani dan

membiarkan pemilik (persewaan) apartemen yang penghasilannya sepuluh kali
lipatnya petani, atau dokter yang penghasilan seharinya boleh jadi sama dengan
penghasilan petani dalam setahun.?’

2. Pemahaman tentang bandar udara di Jiddah sebagai migat makany

Migat makany adalah tempat yang telah ditentukan untuk memulai ihram dan
berniat ibadah haji atau ibadah ‘umrah. Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW telah
menentukan tempat-tempat untuk memulai ihram dan berniat haji atau ‘umrah bagi
kaum muslimin, baik yang berada di Makkah dan sekitarnya, maupun yang datang
dari luar kota Makkah.

a. Migat makany bagi yang mukim di Makkah adalah Makkah itu sendiri.?
Sedangkan untuk menentukan daerah mana yang menjadi migat di kota Makkah, para
fugaha berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat, sebaiknya di
Tan‘>im (sekitar 5 km dari pusat kota Makkah) karena Rasulullah SAW.
memerintahkan Abdurrahman bin Abi Bakr untuk berihram dari masjid ‘Aisyah di
Tan‘i>m (hadis riwayat Bukhari-Muslim). Jika tidak bisa dari Tan‘>im, maka boleh
dari Ji‘ranah, dan jika tidak bisa juga, maka boleh dari }Hudaibiyah (sekarang asy-
Syumaisiyah, sekitar 23 km utara kota Makkah). Sedangkan ulama Syafi‘iyah
berpendapat, bahwa sebaiknya ihram dimulai dari Ji‘ranah (sekitar 26 km selatan kota
Makkah) karena Rasulullah SAW. memulai ihramnya dari tempat tersebut (hadis

% al-Qur’an, 2: 267.
" yusuf al-Qar}d=>awiy, Figh az-Zak>ah, jilid | (Beirut: Muassasah ar-Ris>alah, 1994), 511.
%8 az-Zu}hailiy, al-Figh al-Isl>amiy, juz I11 , 68-69.



riwayat Bukhari-Muslim). Sementara itu ulama Malikiyah berpendapat, bahwa
penduduk Makkah boleh berihram mulai dari Tan‘>im atau Ji‘ranah.?
b. Migat makany bagi yang datang dari luar kota Makkah adalah sebagai
berikut:*
Bagi yang datang dari arah Madinah miqgatnya adalah |Zul }Hulaifah (Bi’r Ali,
sekitar 5 km dari Madinah, atau sekitar 450 km dari Makkah). Sedang yang datang
dari arah Syam (Syria, Yordania, Libanon dan Palestina, termasuk yang datang dari
arah Mesir dan Maroko) miqgatnya adalah al-Ju}hfah (atau Rabigh, sekitar 204 km
dari Makkah). Sementara mereka yang datang dari arah Najd (daerah Arab Saudi
Timur, termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain dan Kuwait) migatnya adalah Qarn al-
Man>azil (disebut juga Qarn a\s-|Sa‘>alib atau as-Sail al-Kab>ir, sekitar 94 km
sebelah timur Makkah). Adapun mereka yang datang dari arah Yaman (termasuk
yang datang dari Pakistan, India, Bangladesh, Malaysia, Indonesia dan Cina), maka
migatnya adalah Yalamlam (sekitar 94 km sebelah selatan Makkah). Sedangkan bagi
umat Islam yang datang dari arah Irak (termasuk Iran dan sekitarnya) migatnya
adalah |Z>atu ‘Irqin (sekitar 94 km sebelah timur Makkah).
Di antara hadis yang dijadikan dasar penentuan migat makany adalah:
Aalal) 13 Al JaY iy aluy ade Al e i) o) Legle 4l oy (b ol e
O e S Galy O p - alely el JaY 5 Ll 8 aas JaY 5 Adaal) QLAY JaY
ASa (g A8 Jal i Lasl Cum el @l (93 (IS Ca g B gandl o) ) O ) Gae (o s
s ol 50)
“Diriwayatkan dari Ibn Abbas RA., bahwasanya Nabi SAW. menentukan miqat bagi
penduduk Madinah adalah |Zul }Hulaifah, bagi penduduk Syam adalah al-Ju}hfah,
bagi penduduk Najd adalah Qarn al-Man>azil dan bagi penduduk Yaman adalah

Yalamlam. Tempat-tempat itulah migat bagi penduduk setempat dan orang-orang
lain yang melewatinya untuk menunaikan ibadah haji atau ‘umrah. Siapa yang

% Baca Ibid., 68-70 dan Abdul Aziz Dahlan et al. (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, jilid Il (Jakarta:
Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 476.

%0 az-Zu}hailiy, al-Figh al-Isl>amiy, juz I11, 70-72.

31 al-Asqal>aniy, Fat}h al-B>ary, juz I\V(Beirut: Dar al-Fikr, 1996),166.

tempat tinggalnya lebih dekat dari tempat-tempat tersebut, maka dari situlah
migatnya, sampai penduduk Makkah migatnya juga dari Makkah.”

O Oriesall el Ly o) g8 ya )il ) yeaad) ()38 28 Wl Legie A} (a )y see ol 2
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“Dan diriwayatkan dari Ibn Umar RA. tatkala dua kota ini (Kufah dan Basrah) telah
ditaklukkan mereka menghadap Umar dan mengadu: wahai Amir al-Mu 'minin
sesungguhnya Rasulullah SAW. telah menentukan Qarn al-Man>azil sebagai migat
bagi penduduk Najd yang melengkung dari jalur kami, sehingga memberatkan kalau

kami harus melewatinya. Umar berkata: perhatikan garis hadapnya (jarak pintasnya)
dari jalurmu. Maka beliau menentukan |Z>atu ‘Irqin sebagai migat bagi mereka.”

Dari uraian di atas jelaslah, bahwa saat itu migat-migat makany telah
ditentukan oleh Rasulullah SAW. secara }sarih (eksplisit), baik qauliy maupun fi‘ly,
(kecuali |Z>atu ‘Irqin yang menurut riwayat Bukhari ditetapkan oleh Umar) saat
mana semua jamaah haji datang melalui darat ataupun laut. Dan oleh karenanya para
fugaha sepakat, bahwa orang yang menunaikan ibadah haji atau ‘wumrah tidak boleh
melewati tempat tersebut menuju Makkah melainkan harus sudah berihram. Jika
tidak, maka harus membayar dam (menyembelih binatang tertentu sebagai sanksi)
atau kembali ke migat makany yang telah ditentukan sebagaimana tersebut di atas.

Berkat kemajuan teknologi transportasi, sekarang hampir semua jamaah haji
dari seluruh dunia datang ke tanah suci melalui udara. Sehingga jamaah haji yang
datang dari arah Syam (Syria dan lain-lain) tidak harus bermigat di al-Ju}hfah (atau
R>abigh) sebab pada umumnya mereka diangkut pesawat udara dan mendarat di
Madinah. Karenanya mereka diperbolehkan bermigat di |Zul }Hulaifah (Bi’r Ali).
Sedangkan jamaah haji yang datang dari arah selatan dan tenggara yang migat
makany-nya ditetapkan di Yalamlam menjadi persoalan. Hal ini disebabkan
Yalamlam sudah tidak dilewati lagi oleh jamaah haji yang datang dari selatan dan
tenggara yang hampir seluruhnya menggunakan pesawat udara dan berpangkalan di
bandara King Abdul Aziz Jiddah. Pertanyaan yang muncul adalah: “Bolehkah

% 1bid.



bandara King Abdul Aziz dijadikan migat makany bagi jamaah haji udara yang
berpangkalan di sana, sementara Rasulullah SAW. tidak pernah menyebut,
menyinggung ataupun mengisyaratkannya sebagai migat makany ?”

a. Pemahaman tekstual
Munas Alim Ulama NU (Yogyakarta, 30 Agustus 1981) memutuskan sebagai
berikut :
Mengingat bahwa lapangan terbang Jeddah di mana jamaah haji Indonesia mendarat,
ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagai migat, maka apabila jamaah haji
Indonesia (yang berangkat pada hari-hari terakhir) akan langsung menuju Mekah,
hendaknya mereka melakukan niat ihramnya pada waktu pesawat terbang memasuki
daerah Qarnul Manazil atau daerah Yalamlam atau migat-migat yang lain (yaitu
setelah mereka mendapat penjelasan dari petugas pesawat udara yang bersangkutan).
Untuk memudahkan pelaksanaannya, dianjurkan agar para jamaah memakai pakaian
ihramnya sejak dari lapangan terbang Indonesia tanpa niat terlebih dahulu. Kemudian
niat ihram baru dilakukan pada waktu pesawat terbang memasuki daerah Qarnul
Manazil atau Yalamlam. Tetapi kalau para jamaah ingin sekaligus niat ithram dari
Indonesia, itupun diperbolehkan. *
Keterangan dari kitab al-Muha\z|||\zab juz 1/303:
Clisall (358 e a g O Al Db Baall ey O A8 G Baall (3580 )l CilS Gay
3 (e
“Dan siapa yang rumahnya sebelum miqat, maka dia boleh ihram dari migat dan
boleh juga sebelumnya (al-Muha\z|||\zab). ”

Dan al-Majm>u‘ Syar}h al-Muha\z\zab juz V11/178:

% A. Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan NU (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997), 296-
297.
% asy-Syair>aziy, al-Muha\z\zab, juz I, 203.
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“Adapun apabila dia datang dari arah yang tidak melewati migat ataupun garis
hadapnya (sebagaimana dalam al-Qaly>ubiy) maka kolega kita berpendapat, bahwa
dia harus berihram pada dua marhalah dari Makkah, atas pertimbangan apa yang

dilakukan Umar RA. dalam menetapkan |Z>atu ‘Irgin sebagai migat (al-Majm>u*
Syar}h al-Muha\z\zab). ”

Fatwa hukum senada juga dikemukakan oleh ld>arah al-Buh>u\s al-
‘llmiyyah Kerajaan Arab Saudi dalam surat edarannya nomor 1/5214 tertanggal 12-5-
1399 H sebagai respon penolakan atas fatwa Abdullah bin Zaid Ali Mahmud selaku
Ketua Mahkamah Syariah dan Urusan Agama Kesultanan Qatar. Majlis Majma* al-
Figh al-Isl>amiy lembaga fatwa di bawah R>abi}tah al-‘>Alam al-IsI>amiy juga
mengeluarkan fatwa hukum senada pada tanggal 10-4-1402 H / 4-2-1982 M disertai
catatan “dengan mengesampingkan pandangan hukum Mu}s}tafa Ahmad az-Zarg>a’
dan Abu Bakr al-J>umiy.” Demikian pula ketetapan Majlis Majma* al-Figh al-
Isl>amiy lembaga fatwa di bawah Muna}z}zamah al-Mu tamar al-1sl>amiy nomor 7
tanggal 13-2-1407 H / 16-10-1986 M.*®

b. Pemahaman kontekstual

Untuk memahami boleh-tidaknya bandara King Abdul Aziz di Jiddah sebagai
migat makaniy secara ilmiah dan objektif, semestinya harus dijawab terlebih dahulu
pertanyaan kunci: “Apakah masalah migat makany itu berstatus sebagai ibadah
ta ‘abbudiy (dogmatis) atau ta ‘aqquly (logis) ?”

Tentang penentuan status migat makany, apakah ta “abbudiy yang cenderung
permanen atau ta aqquliy yang relatif fleksibel, maka harus jelas dulu standar masing-
masing. Walaupun untuk menentukan keta abbudiyan atau keta agquliyan suatu jenis
ibadah masih terjadi perbedaan persepsi dan pendapat, namun menurut penulis

% an-Nawawiy, al-Majm>u‘, juz V11, 178.
% Hasjim Abbas, “Jeddah Sebagai Miqat Bagi Jamaah Haji Indonesia Gelombang II” (Makalah,
Halagah Nasional Pembinaan Kehidupan Keagamaan di Indonesia, Denanyar-Jombang, 2000), 6.



kriteria pokoknya adalah: ibadah dianggap taabbudiy apabila
kemungkinan keterlibatan logika amat sulit/kecil, dan dalam perjalanan waktu jenis
ibadah tersebut tidak pernah berubah, bahkan tidak mengalami penafsiran yang
memungkinkan terjadinya modifikasi, seperti kaifiyah (tata cara) salat, tawaf, jumlah
raka at salat, penentuan waktu salat, puasa dan sebagainya. Sementara suatu jenis
ibadah dapat dianggap ta agquliy apabila intervensi nalar amat dimungkinkan, dan
dalam perkembangannya terjadi perubahan, atau ada pemahaman yang dapat
mengakibatkan terjadinya pergeseran aplikasi, seperti tempat salat ‘/d, jumlah raka at
tarawih, azan Jum‘at, kalimat penutup khutbah, bahan zakat fitrah, jenis harta yang
wajib dizakati (walaupun ini berbeda dengan pendapat Lajnah Bahtsul Masail),*’
status a}sn>af (kelompok) penerima zakat dan sebagainya.

Bila kriteria di atas dikaitkan dengan masalah migat makany, maka dapat
ditegaskan, bahwa masalah migat makany termasuk katagori ibadah ta‘aqquliy,
mengingat secara rasional ditetapkannya tempat-tempat tersebut sebagai migat karena
“kebetulan” saat itu tempat-tempat tersebutlah yang menjadi pusat berhimpunnya
manusia yang datang dari berbagai arah yang berbeda, sehingga Rasulullah SAW.
menetapkannya sebagai migat justru untuk memberi kemudahan pada mereka yang
hendak menunaikan ibadah haji/ ‘umrah. Dan bukan karena jarak antara tempat-
tempat tersebut dengan Makkah. Sebab kalau karena jarak, sangat bervariasinya jarak
satu tempat dengan tempat yang lain merupakan sesuatu yang patut dipertanyakan.
Mengapa migatnya orang Madinah amat jauh dibanding orang Yaman. Atau mengapa
migatnya orang Najd relatif lebih dekat dibanding orang Syam, misalnya.

Sementara itu bila dikaitkan dengan kriteria yang kedua, maka timbulnya
berbagai pendapat dan upaya penafsiran yang berdimensi menyiasati/merekayasa
migat makany, seperti anjuran berihram dari daerah yang jaraknya sama dengan salah
satu migat atau berihram dari atas pesawat (yang sebenarnya malah menimbulkan
kesulitan, dan ini tentunya bertentangan dengan pertimbangan ditetapkannya migat-

suatu jenis

%" PBNU, Hasil-hasil Muktamar NU ke-28 (Jakarta: PBNU, tt.), 59.

1)

2)

3)

migat makany oleh Rasulullah SAW.) dan sebagainya, ditambah kenyataan bahwa
sebagian tempat yang dahulu dinyatakan sebagai migat makany (Yalamlam dan al-
Ju}hfah, misalnya) sekarang tidak berfungsi lagi. Hal ini mengindikasikan, bahwa
masalah migat makany merupakan suatu jenis ibadah yang berpotensi untuk berubah.
Dengan demikian berarti termasuk ta ‘agquly.

Apabila jawaban terhadap pertanyaan kunci ini diterima, bahwa masalah
migat makany adalah jenis ibadah ta ‘agquliy, maka pertanyaan di atas dapat dijawab,
yaitu: “Bandara King Abdul Aziz Jiddah boleh dan sah dijadikan sebagai miqat
makany bagi jamaah haji yang menggunakan transportasi udara dan mendarat di
sana,” mengingat:

Status migat makany sebagai jenis ibadah ta ‘aqquliy memungkinkan untuk diadakan
reinterpretasi dan reposisi sesuai dengan kebutuhan dan atas asas kemaslahatan,
tanpa mengabaikan ketentuan pokok syari‘at Islam.

Menurut riwayat yang lebih kuat, penetapan |Z>atu ‘Irqin sebagai migat makany
dilakukan oleh Umar RA. dengan pertimbangan untuk memberi kemudahan kepada
para jamaah haji yang datang dari Basrah dan Kufah. Ijtihad Umar ini kemudian
disetujui oleh para sahabat dan mendapat pengukuhan hukum dari ulama generasi
berikutnya.®® Oleh karena itu wajar jika Imam Syafi‘i dalam al-Umm menegaskan,
bahwa |Z>atu ‘Irgin adalah migat makany yang tidak dina}skan®®. Ini berarti ada
migat makany di luar ketetapan Nabi SAW. yang berarti pula ada peluang untuk
melakukan modifikasi dan reposisi terhadapnya.

Di antara tiang penyangga at-tasyr>i‘ a/-Isl>amiy adalah tidak adanya kesulitan dan
peringanan beban, terbukti dengan banyaknya ayat dan hadis yang menyinggung
masalah ini*’ ditambah adanya ajaran tentang rukh}sah (dispensasi). Maka untuk

% Muhammad bin Ali asy-Syauk>any, Nail al-Au}t>ar, juz IV (Kairo: Mu}s}taf>a al-B>aby, 1971),
316.

% asy-Syair>aziy, al-Muha\z\zab, juz I, 203.

0 Baca Muhammad al-Khu}dariy Bik, T>ar>ikh at-Tasyr>i¢ al-Isl>amiy (ttp.: D>ar al-Fikr, 1967),
15-17.



4)

5)

memahami masalah migat makany haruslah dititikberatkan pada kemungkinan
terwujudnya kemudahan, terhindarkannya kesulitan dan teringankannya beban.
Apabila dikaitkan dengan latar belakang historis-sosiologis ditetapkannya migat
makany oleh Rasulullah SAW. saat itu, maka penetapan bandar udara King Abdul
Aziz di Jiddah sebagai migat makany merupakan keharusan, karena di sanalah saat
ini berhimpunnya manusia yang datang dari seluruh penjuru dunia.
Jika dalam masalah migat makany dipersyaratkan terpenuhinya jarak minimal antara
tempat yang ditetapkan sebagai migat dengan Makkah, yaitu dua mar}halah (sekitar
48 mil/80 km), maka jarak antara bandara King Abdul Aziz di Jiddah dengan
Makkah sudah memenuhi syarat minimal tersebut (yakni sekitar 85 km).

Sebagai bahan pembanding terhadap analisis penulis di atas,
dikemukakan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai hal ini:
Lajnah Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Ciawi pada tanggal 12
Jumadil Awal 1400 H/29 Maret 1980 M...Memutuskan: Dengan tidak mengurangi
penghargaan terhadap keputusan Majelis Badan Ulama-ulama terkemuka Kerajaan
Saudi Arabia di Taif No.: 73 tanggal 21 Syawal 1399H, maka Lajnah Fatwa Majelis
Ulama Indonesia memfatwakan sebagai berikut: 1) Jamaah Haji Indonesia baik
melalui laut atau udara boleh memulai ihramnya dari Jeddah, tanpa wajib membayar
dam...Dan dalam sidangnya di Jakarta tanggal 17 dan 19 Zulga‘dah 1401 H/16 dan
18 September 1981... MEMUTUSKAN 1) Tidak mengubah Fatwa Majelis Ulama
Indonesia tertanggal 12 Jumadil Awal 1400 H/29 Maret 1980 M tentang sahnya
Jeddah sebagai Miqat. 2) Atas dasar tersebut di atas Pelabuhan Udara “King Abdul
Aziz” juga sah sebagai Miqat...*!

Di antara pertimbangan keputusan MUI tersebut adalah migat sebagai
masalah ijtihad; pendapat Ibnu Hajar, an-Nasyiliy (Mufti Makkah) dan Ibnu Hazm;

perlu

' Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang
Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988 (Jakarta: INIS, 1993), 160-163.

serta letak bandara “King Abdul Aziz” adalah 32 km arah utara kota Makkah (bukan
antara Jiddah - Makkah) dan jaraknya dengan Makkah paling kurang adalah 85 km.*?

Perlu juga dikemukakan pendapat para ulama yang menganggap sahnya
Jiddah sebagai migat makany, antara lain Mala’ Ali al-Q>ari’ al-Hanafiy, Maj\z>ub
Mudda\s\sir al-}Hij>aziy al-M>alikiy, Ibn }Hajar al-Haitamiy asy-Sy>afi‘iy, Mansur
bin Yunus al-Hanbaliy, Abdullah bin Zaid Ali Mahmud (Ketua Mahkamah Syari‘ah
dan Urusan Agama Kesultanan Qatar), Mu}s}tafa Ahmad az-Zarg>a’ dan Abu Bakr
Mahmud al-J>umiy (keduanya anggota Majma‘ al-Figh al-Isl>amiy), Ahmad
Bal}hah dan Muhammad Husain al-Habsyiy (keduanya mufti Makkah). *®

PENUTUP

Demikianlah sekilas gambaran betapa urgennya desakralisasi kitab-kitab figih
agar kita segera dapat melangkah dengan pasti dan berani tetapi jujur guna melakukan
reformasi pemahaman hukum Islam, tanpa terbebani bayang-bayang “dosa” dan rasa
bersalah terhadap para ulama terdahulu penyusun Kitab-kitab tersebut. Seandainya
mereka hidup di zaman kita sekarang, pastilah akan merevisi beberapa bagian (besar)
dari kitab mereka, sebagaimana dilakukan oleh Imam Syafi‘i yang merevisi hampir
semua gaul gadim (pendapat lama) dengan qaul jadid (pendapat baru) nya sekedar
disebabkan oleh perpindahan beliau dari Bagdad (Iraq) ke Fusthath/Cairo (Mesir).

Sekian, semoga bermanfaat.

cul ) Al Y () agdl dlaasy 5 aglll clila

2 Baca Ibid.
3 Abbas, “Jeddah Sebagai Miqat,” 7-8.
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DESAKRALISASI KITAB FIQIH
SEBAGAI UPAYA
REFORMASI PEMAHAMAN HUKUM ISLAM
Oleh: Ahmad Zahro

Reformasi pemahaman hukum Islam, amat mendesak dilakukan untuk
mengadaptasi kebutuhan kaum muslimin pada era globalisasi saat ini. Namun
bagaimana caranya, banyak gagasan yang muncul. Ada yang mengajak kembali
kepada al-Qur’an dan al-Hadits, ada yang menempuh penghapusan bermazhab, ada
yang menyerukan untuk hanya berpedoman pada al-Qur’an saja, bahkan ada yang
merancang dekonstruksi pemikiran Islam.

Dalam kesempatan ini kami mengusulkan, salah satu langkah penting upaya
reformasi pemahaman hukum Islam adalah melakukan desakralisasi terhadap kitab-
kitab figih, dengan menempatkan kitab figih pada tempat yang semestinya, yaitu
sebagai produk penalaran manusia yang tidak tabu untuk dikritisi, dikoreksi dan
dievaluasi melalui pemahaman kontekstual. Karena sebagaimana kitab yang lain,
kitab-kitab figih juga merupakan produk pemikiran yang tidak terlepas dari pengaruh
individual penulisnya, baik berkaitan dengan latar belakang pendidikan, kebudayaan,
lingkungan, jenis kelamin, maupun usia dan lain-lain.

Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak masalah aktual yang belum
disebutkan dalam Kkitab-kitab figih, atau sudah disebutkan tetapi terasa



ketaksesuaiannya dengan situasi dan kondiasi kekinian. Menyikapi masalah
demikian, ternyata masih banyak ulama, terutama ulama yang tergabung dalam
Lajnah Bahtsul Masail (Lembaga Kajian Masalah Keagamaan NU), yang berupaya
keras merujukkan segalanya pada kitab-kitab figih yang ada secara tekstual.

Dalam hal ini dapat dikemukakan dua contoh, yaitu pemahaman tentang harta
yang terkena zakat dan bandar udara King Abdul Aziz di Jiddah sebagai miqgat
makaniy (yakni tempat memulai ihram haji/umrah)

Mengenai harta yang terkena zakat, Lajnah Bahtsul Masail mendasarkan pada
kitab-kitab figih secara tekstual, sehingga ikan tambak, tebu, usaha perhotelan dan
sejenisnya (seperti ternak ayam, kebun cengkih, tani tembakau dan jasa transportasi)
tidak wajib dizakati kecuali diniatkan untuk perdagangan

Begitu juga dalam menetapkan tidak bolehnya bandar udara King Abdul Aziz
di Jiddah sebagai migat makaniy, Lajnah Bahtsul Masail mendasarkan pada
pemahaman tekstual terhadap kitab-kitab figih, sehingga memberatkan jamaah haji
karena mereka harus berihram dari migat-migat makaniy yang pernah ditetapkan Nabi
SAW dan Umar RA, atau berihram dari tanah air, atau berihram dalam pesawat yang
sedang terbang di atas daerah yang berjarak kira-kira 90 km dari Makkah.

Padahal untuk memahami kedua masalah tersebut, mestinya dapat ditempuh
melalui pemahaman kontekstual dengan medesakralisasi kitab-kitab figih. Dalam
pemahaman ini, harta yang terkena zakat adalah semua penghasilan halal yang
berpotensi menjadikan pemiliknya “kaya” (yaitu minimal telah mencapai satu nishab,
atau senilai kira-kira 90 gram emas).

Demikian juga masalah bandar udara King Abdul Aziz sebagai migat
makaniy. Karena di sanalah saat ini tempat berhimpunnya jamaah haji dari seluruh
dunia, maka agar tidak memberatkan, mereka boleh berihram dari bandar udara

tersebut, yang jaraknya sekitar 85 km dari Makkah dengan perjalanan darat, atau
kurang lebih sama dengan jarak migat-migat makaniy yang lain dengan Makkah,
kecuali Dzul {Hulaifah dan Ju{hfah.
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DESACRALISING ISLAMIC LEGAL WORKS:
AN ATTEMPT TO REFORMING THE UNDERSTANDING
OF ISLAMIC LAW

By: Ahmad Zahro

Attempts to reforming the understanding of Islamic law seems remarkably
urgent to undertake in order to address the real need of Muslims in globalisation era. In
many ways, a number of ideas arise concerning this matter. Some call for a return to the
Qur'an and Hadith, some others insist on the abrogation of Islamic legal schools
(madhhab), and still others necessitate the relying merely on the Qur'an. Even atises an
idea which seeks to deconstruct Islamic thought.

With respect to the attempt to do reforming the understanding of Islamic law,
we propose to descralise Islamic legal works. This descralisation is by perceiving Islamic
legal works as a product of human thinking which essentially accepts any criticism,
correction and assessment through contextual approaches. Like other kinds of work,
Islamic legal books represent a function of human thinking which is inseparable from
influences of their individual authors. These influences relate to a range of backgrounds
of the individual authors, from education, culture, environment, sex, to age.

In everyday life, there are a number of actual problems which have not been
addressed yet by the existing Islamic legal works, or have been dealt with but not in
relevant way with the current situation and condition. In response to this, many ulama’
(Muslim scholars), particulatly those who are associated with the Lajnah Bahtsul
Masa'il (ulama assembly) of the Nahdlatul Ulama (NU), have devoted their high effort
to refer, in fact, to those works, using a textual approach. Two examples can be cited in
this regard: an understanding of property which reaches the limit of the zakah

obligation, and of the debate on the King "Abd al-Aziz airport in Jeddah as a place for

migat makani (a venue for starting the ihram practices for hajj and umrah).

In dealing with the property which reaches the limit of the zakah obligation, the
Lajnah Bahtsul Masa'il rely heavily on the textual stipulation of those Islamic legal
works. As a result, goods and economic activities such as pond fishes, sugar, hotel
businesses and others (including chicken, clove and tobacco farms as well as
transportation services) are not perceived as the subjects of zakah obligation except if
they are intended for trading. Similarly, in deciding whether or not the King “Abd al-Aziz
airport in Jeddah can become a migat makani, the lajnah base their argument on the
textual understanding of the Islamic legal works. As a consequence, their legal decision
has posed a certain degree of burden on the pilgrims (hujjaj) as they have to start
undertaking the ihram from a migat makani which was previously described by the
Prophet Muhammad and the caliph "Umar, or from their own country, or from their
being on airplane at the time of its flying on an area approximately 90 km away from
Mecca.

Basically, attempts to comprehend both problems thoroughly necessitate a
contextual understanding through desacralising Islamic legal books. By this way of
comprehension, the property which reaches the limit of the zakah obligation, for
instance, is those religiously legal incomes which potentially lead their gainers to become
rich persons (i.e, at least having reached one nishab, that is equivalent to 90 grams of
gold).

Similar argument is also applied to the case of King "Abd al-Aziz airport in
Jeddah as a place for migat makani. As this place now represents the meeting point of
the pilgrims (hujjaj) around the world, it is for the sake of facilitating the ritual processes
that they ate legally allowed to start undertaking their ihram from this airport, which is

85 km driving away from Mecca.



